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Menimbang 

Mengingat 

BUPATI JOMBANG 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURANBUPATIJOMBANG 

NOMOR 1 TAHUN 201 7 

TENTANG 

JAMINAN KESEHATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

a. bahwa dalam rangka mencapa1 derajat kesehatan 
masyarakat yang setinggi-tingginya, Pemerintah Daerah 
berkewajiban menyediakan pelayanan kesehatan yang 
bermutu, aman, efisien dan terjangkau; 

b. bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan yang 
bermutu, aman , efisien dan terjangkau bagi penduduk 
miskin di Kabupaten Jombang, perlu diberikan jaminan 
kesehatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, perlu mengatur Jaminan Kesehatan 
dalam Peraturan Bupali. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah der.ga:i 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Unda ng-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 11 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 443 1); 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosia l Nasional (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lemb..iran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan ala~ 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan; 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 
144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomc,r 
5063); 

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 20C ·J 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiu. 
Nomor 5072); 
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7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 201 1 tentang Penangana n 
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
20 11 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5235); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Ta hun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 Tata Cara 
Hubungan Antar Lembaga S adan Penyelenggara Jaminan 
Sosia l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5473); 

13. Pe raturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 
2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lemba rar. 
Negara Republik Indonesia Ta hun 2013 Nomor 255); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

15 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
ten.tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Bada n 
Laya nan Umum Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pendataan Dan Penerbita n Dokume n 
Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi 
Kependudukan; 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/ PEF / 
VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minima l Sidang 
Kesehatan; 

18 . Peraturan Menteri Kesehatan 
Per/X/ 20 10 tentang Izin dan 
Sidan; 

Nomor 1464/ Menkes / 
Penyelenggaraan Prak tik 
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19 . Pe raturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 
tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan; 

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pela ksanaan Program Jarn inan Kesehatan 
Masyarakat; 

21. Pe raturan Menteri Kesehatan Nornor 71 Tahun 2013 tentang 
Pe layanan Kesehata n pada Jarninan Kesehatan Nasional; 

22 . Peraturan Daerah Kabupaten Jornbang Nornor 15 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Jornba ng Ta hun 2006 Nornor 
15 / A); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten J ornbang Nomor 22 Tahun 
2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 201 1 Nornor 12/ C); 

24 . Peratura n Daerah Kabupa ten J ombang Nornor 1 Tahun 2012 
tentang Retribusi Pe layan a n Kesehatan di Rumah Sakit 
Umum Daerah Ploso (Lembaran Daerah Kabupaten Jombn r·g 
Ta hun 2012 Nomor 1/ C); 

25 . Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Jornbang (Lernbaran Daerah Kabupaten J ombang 
Tahun 20 16 Nomor 8 / D) ; 

26. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13A Tahun 2011 tentcmg 
Pedoman Pela ksa naan Peraturan Daerah Nomor 22 Ta hun 
2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daera h 
Kabupaten Jomba n g tahun 2011 Nomor 13A/C); 

27 . Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2012 tcntang 
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupa ten 
Jomba ng Ta hun 20 12 Nomor 39/C); 

28 . Peraturan Bupati Jombang Nornor 21A Tahun 2012 tcnln.1 1g 
Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakal 
dan Dana Jaminan Persalinan (Berita Daerah Ka bupate::ti 
Jombang Tahun 2012 Nomor21A/ E). 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG J AMIN.AN 

KESEHATAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
1. Daerah adalah Kabupaten J ombang. 

2 . Pe merinta h Daera h adalah Pem erintah Ka bupaten Jorn bang. 

3. Bupati adala h Bupati J orn bang. 

4. Dina s Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten J ombang. 

5. Dinas Kesehatan adala h Dinas Kesehatan Kabup~Len 
Jomba ng. 

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan A set Dae rah ad c1 b!1 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ka bu p,i Lc 11 
Jombang. 



4 

7. J a mina n Kesehata n adalah j aminan berupa perlindungan 
kesehatan agar peserta m emperoleh manfaat pemeliharaan 
kesehatan dan perlindungan da lam memenuhi kebutuhaFJ. 
dasar kesehatan yang diberika n kepada setiap orang yan'g 
pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah. · 

8 . Anggaran Pendapatan dan Bela nja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerin tah a n Daerah yang d ibahas da n disetujui ber-sama 
oleh Pemerinta h Daerah da n DPRD da n ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

9. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut 
Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan 
Kabupaten J ombang yang bertanggungjawab 
menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan 
di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas dengan atau tanp'.3. 
perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, 
Pondok Bersalin Desa, da n Pondok Kesehatan Desa. 

10. Fasilitas Kesehatan adala h fasi litas pelayanan kesehata n 
yang digunakan u n tuk menyelenggarakan upaya pelayanan 
kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif 
m aupun rehabilitatif yan g dilakukan oleh Pemerin tah 
Daerah dan jaringannya 

11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing 
yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Daerah. 

12 . Ka rtu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP 
adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang 
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipii 
Kabupaten Jombang. 

13. Ka rtu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat 
KTP-el , a da lah Ka rtu Tanda Penduduk yang dilengka pi 
chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai 
bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. 

14. Ka rtu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah karlu 
iden titas keluarga yang memuat data tentang nama, 
susunan, hubungan dalam keluarga serta identitas anggola 
keluarga. 

15 . Surat Keterangan Miskin a da lah surat keterangan yang 
d iberikan kepada penduduk miskin sesua1 dengan 
ketentuan yang berlaku. 

16. Penduduk Miskin adalah penduduk yang tidak mampu 
memenuhi kebutuhan dasarnya. 

17 . Penduduk Rentan Admin istrasi Kependudukan adala h 
penduduk yang mengala mi ha mbatan dalam mempero1eh 
dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana 
a lam dan korban bencana sosial. 

18 . Bencana Alam a dalah bencana yang diakibatkan oleh 
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan ole:i. 
alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunun6 
m eletus, ba nj ir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. 

19. Bencana Sosia l adala h bencana yang d iakibatkan oleh 
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibalkan oleh 
manusia yang meliputi konflik sosial, antar kelompok atau 
antar komun itas masyarakat dan teror. 
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20. Orang Terlantar a dalah penduduk yang karena suatu sebab 
sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, 
baik rohani, jasmani maupun sosial. 

2 1. Komunitas Terpen cil adala h kelompok sosia l budaya yan g 
bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat 
dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupu11 
politik. 

22. Kartu J omban g Sehat yang selanjutnya d isebut KJS adala h 
kartu atau bentuk lain yang dipersamakan yang diberikan 
kepada penduduk miskin di Kabupaten Jombang dalam 
program Jaminan Kesehatan. 

23. Dokter adala h dokter yan g bertugas pada fasilitas pelayanan 
kesehatan milik pemerintah daerah dan jaringannya. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Peraturan Bupati m1 
pelaksanaan Jamman 
kesehatan. 

Pasal 2 
dimaksudkan sebagai dasar hukum 
kesehatan pada fasilitas pelayanan 

Pasal 3 
Peratura n Bupati ini bertujuan untuk: 
a . meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada 

penduduk m iskin; 
b. memperluas akses pelayanan kesehatan kepada penduduk 

miskin; 
c. meningkatkan derajat kesehatan penduduk miskin; 
d . meningkatkan kepastia n pelayanan kesehatan kepada 

penduduk m iskin pada fasilitas pelayanan kesehatan, dan; 
e. meningkatkan ter tib pelayan an kesehatan kepada penduduk 

miskin pada fasilitas pelayanan kesehatan. 

BAB III 
KEPESERTAAN 

Pas al 4 

(1) Peserta jamina n kesehatan adalah penduduk yang tidak 
menjadi peserta Jaminan Kesehata n Nasional atau jaminan 
kesehatan lainnya dengan kriteria sebagai berikut: 
a. penduduk miskin yang memiliki KTP-el dan/ a tau KK 

Kabupaten J ombang; 
b . penduduk rentan administrasi kependudukan; 
c. penduduk miskin yang tidak memiliki KTP-el dan/ a tau 

KK Kabupaten Jombang 
(2) Penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a adala h sebagai berikut: 
a. penduduk miskin yang tercantum dalam database 

penduduk miskin yang ditetapkan oleh Bupati; 
dan/atau 

b. penduduk miskin yang tidak tercantum dalam database. 
(3) Penduduk rentan administrasi kependudukan sebaga.imana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. penduduk korban bencan a a lam; 
b. penduduk korban bencana sosial; 
c. orang terlantar; atau 
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d. komunitas terpencil. 
(4) Penduduk miskin yan g tida k m emiliki KTP-el dan / atau KK 

Ka bupaten Jombang sebaga imana dima ksud ayat (1) huruf c 
m eliputi: 
a. penduduk miskin yang berada dalam panti-panti sosial 

di Ka bupaten Jombang; atau 
b. penduduk miskin yang bertempa t tinggal di wilayah 

administrasi Kabupaten J ombang. 
(5) Peserta ja minan kesehatan yang tercantum pada database 

se bagaima na dima ksud pada ayat (2) huruf a mendapatka n 
KJS. 

(6) Peserta j a minan keseh a ta n yang tidak tercantum pa da 
database sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
diberika n KJS dengan ketentuan: 
a . m enderita penyakit yang mem erlukan biaya d i luc:r 

kem ampua nnya; da n / a tau 
b . m enderita penyakit yang memerluka n perawatan 

kesehatan seumur hid up; dan/ a ta u 
c . m ela hirka n dengan penyulit da n / a ta u kegawat 

d arura tan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. sampai den gan kela h iran anak ketiga; da n 
2. perkawinan tercatat seca ra resmi dibuktikan den gan 

foto copy akta perkawinan/ sura t nikah. 
(7) Peserta jamina n kesehatan yang m erupak a n penduduk 

rentan administrasi sebagaimana dimaksud pa da ayat (3) 
dan yang tidak m emiliki KTP-el dan/ a tau KK Ka bu pate!1 
Jomba n g sebagaima n a dimaksud pa da ayat (4) d iberika ::1 
KJS dengan ketentua n m enderita penyaki t yan g 
mem e rlu ka n perawatan kesehatan. 

(8 ) Bagi penduduk miskin yan g m eninggal dunia pada masa 
pera watan dalam proses pengurusan kepesertaan te tap 
diberika n KJS. 

BABIV 
PROSEDUR PENERBITAN KJS 

Pas al 5 

Prosedur pen erbitan KJS terhada p pen duduk mis kin yar,g 
tercantum dalam da tabase sebagaima n a dimaksud da lam Pasal 4 
ayat (2 ) huruf a ada lah sebagai berikut : 
a . pem oh on mengajuka n permohon a n KJS kepada Bupati 

m ela lu i Dinas Sosia l d engan m emenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
1) Me ngis i form permohona n penerbita n KJS sebagaima na 

Lampira n IA da n Lampira n IB 
2) Menunjukka n KTP-el asli; 
3) Menunjukkan KK asli; 
4) Mela mpirka n Ka r tu Program Kelua rga Ha ra pa n , j ika a da; 
5) Melampirka n Kar tu Perlindungan Sosial, jika acln; 

da n / atau 
6) Mela m pirka n surat ketera ngan sakit dari fasili las 

pelayan a n keseh a tan pem erintah daerah dan 
Ja nngannya. 

b . Dinas Sosia l m en erb itkan KJS pa ling lam bat 1 x 24 jam hari 
kerja setela h permohon an diterima da n berkas dinyata kan 
len gkap . 
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h. Masa berlaku KJS sebagaimana dimaksud huruf g adalah 
selama 1 (satu) kali episode perawatan sejak tanggal 
diterima oleh fasilitas kesehatan pemerintah daerah. 

1. Di kecualikan untuk pelayanan kesehatan pada fasilitas 
kesehatan tingkat ketiga dapat diterbitkan KJS dalam 
ben tuk kartu dan mulai berlaku sejak tanggal diterima oleh 
fasilitas kesehatan pemerintah daerah. 

j. Dalam hal permoh onan penerbitan KJS tidak dilakukan 
sejak awal perawatan maka KJS berlaku setelah 3x24 jam 
sejak awal perawatan. 

k. Dalam hal KJS diterima setelah 3x24 jam maka KJS berlaku 
sejak tanggal diterima oleh fasilitas kesehatan pemerintah 
daerah. 

Pasal 7 
(1) Prosedur permohonan penerbitan KJS terhadap penduduk 

rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud 
da lam Pasal 4 ayat (3) adalah sebagai berikut: 
a. Pemohon mengajukan KJS kepada Bupati melalui Dinas 

Sosial dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1) Mengisi form p ermohonan penerbita n KJS 

sebagaimana lampira n IIA dan Lampiran IIB dalam 
Peraturan Bupati ini; 

2) Melampirkan Surat Keterangan Dokter yang 
menyatakan bahwa pemohon menderita penyakit 
yang memerlukan perawatan keseh atan. 

b. Dinas Sosial menerbitkan KJS paling lambat 1 x 24 jam 
hari kerja setelah permoh onan diterima dan berka s 
d inyatakan lengkap. 

(2) Masa berlaku KJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b adalah selama 1 (satu) kali episod e perawatan. 

Pasal 8 
(1) Prosedur permohonan penerbitan KJS terhadap penduduk 

miskin yang berad a dalam panti-panti sosial di Kabupaten 
Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) 
huruf a adalah sebagai berikut : 
a . Pemohon mengajukan KJS kepada Bupati melalui Dinas 

Sosial dengan memenuhi persyaratan sebagai b erikut : 
1) Mengisi form permohonan penerbitan KJS 

sebagaimana lampira n IIA dan IIB dalam Peraturan 
Bupati ini; 

2) Melampirkan Surat Keterangan Dokter yang 
menyatakan bahwa pemohon menderita penyakit 
yang memerlukan perawatan kesehatan; dan 

3) Melampirkan Surat Keterangan Kepala Panti Sosial 
ya n g m enyatakan ba hwa p emohon a dalah penghuni 
panti sosial yang ada di Kabupaten Jombang yang 
diketahui Kepala Desa/Lurah setempa t. 

b . Dinas Sosial menerbitka n KJS paling lamba t 1 x 24 jam 
hari kerja setelah permohonan diterima dan berkas 
dinyatakan lengkap. 

(2) Masa berla ku KJS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
huruf b adalah selama 1 (satu) kali episode perawatan. 
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h. Masa berla ku KJS sebagaimana dima ksud huruf g adala h 
sela ma 1 (satu) ka li episode perawata n. 

1. Di kecualika n untuk pelayanan kesehatan pada fas ilitas 
keseh atan tingka t ketiga dapat diterbitka n KJS dalam 
ben tuk ka rtu dan mulai berlaku seja k tanggal d iterima oleh 
fas ilitas kesehatan pem erintah daerah. 

J. Dala m h a l permohon a n penerbitan KJS tida k dilakukan 
sejak awal perawatan maka KJS b erla ku setela h 3x24 ja m 
sejak awal perawatan. 

k. Da la m ha l KJS di terima setelah 3x24 jam m a ka KJ S berlaku 
sejak tanggal diterima oleh fas ilitas keseh atan pemerintah 
daerah . 

Pasal 7 
(1) Prosedur permohona n penerbitan KJS terhada p pendudu k 

rentan administra si kependudukan sebagaima n a dimak su d 
da lam Pasal 4 aya t (3) a da lah sebagai berikut: 
a . Pem ohon m engajuka n KJS kepa da Bupati m ela lu i Dinas 

Sosia l den gan memenuhi persyaratan sebagai berikut: · 
1) Men gisi form permoh on a n pen er bitan KJS 

sebagaima n a lampiran IIA dan Lampiran IIB dalam 
Peratura n Bupati ini; 

2) Mela mpirka n Sura t Ketera n gan Dokter yar-g 
m e nyataka n bah wa pem ohon menderi ta penyakit 
yan g memerlukan perawata n keseh atan. 

b . Din as Sosia l menerbitka n KJS pa ling lambat 1 x 24 jam 
hari kerja setelah permoh onan d iterima dan berkn$ 
dinyataka n lengkap . 

(2 ) Masa berla ku KJS sebagaima n a dimaksud pada ayat (l ) 
huru f b adala h selam a 1 (sa tu) ka li episode perawatan. 

Pasal 8 

(1) Prosed u r permohona n penerbitan KJS terhadap penduciuk 
m is kin yang berada da la m pa nti-pa n ti s os ia l di Kabupatf.ri. 
J om ban g sebagaima na dimak su d dalam Pasal 4 ayaL ( ~) 
huruf a a da lah sebagai berikut : 
a . Pemohon me ngajukan KJS kepada Bupati melalui Dinr."is 

Sosial dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
1) Mengisi form permoh onan pcnerbitan KJS 

sebagaimana lampira n IIA dan IIB dalam Peraluran 
Bupa ti ini; 

2) Melampirkan Surat Keterangan Dokter yar:;:: 
menyataka n ba hwa pemohon menderita penyak i: 
yang mem erlukan perawata n kesehatan; dan 

3) Mela mpirkan Surat Keterangan Kepala Pa n ti Sosia} 
yan g m enyatakan bahwa pemoh on a dalah pengh 1.1 1; 
panti sosia l yang ada di Kabupa ten J ombang yar ~ 
d iketahui Kepala Desa/ Lura h setempal. . 

b . Dinas Sosia l menerbitkan KJS pa ling lambat 1 x 24 jarri 
hari kerj a setelah permohonan diterima dan berk:.:t:-. 
d inyatakan lengkap. 

(2) Masa berlaku KJS sebagaima n a dimaksud pada ayat 
huruf b adala h selama 1 (satu ) kali episode perawatan. 
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Pasal 9 
(1) Prosedur permohonan penerbita n KJS terh adap penduduk 

miskin yang ber tempat t inggal di wilayah administrasi 
Kabupaten J ombang sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 4 
ayat (4) huruf b adala h sebagai berikut: 
a . Pemohon mengajukan KJS kepada Bupa ti mela lui 

Pemerintah Desa/ Kelura han dengan m emenuhi 
persyaratan sebagai berikut : 
1) Mengisi form permohonan pe ne rbitan KJS 

sebagaima na Lampiran IIA dan Lampiran IIB da la m 
Peraturan Bupati ini; 

2) Mela mpirkan foto copy KTP-el d a n KK: 
3) Melampirka n Kartu Program Keluarga Ha rapan , jika 

ada; 
4) Melampirkan Kartu Perlindungan Sosial, j ika a da; 
5) Melampirkan Kartu Jaminan Keseh atan Masyarakn.t 

yang sudah tidak berlaku, jika ada; 
6) Melampirkan Surat Keteranga n Dokter yan g 

m enyatakan bahwa pemohon menderita penyakit 
yang m emerlukan perawatan keseh atan; dan/ atau 

7) Mela mpirkan Surat Keterangan ICepa la 
Desa/Kelura h a n yang menyatakan bahwa pemohon 
bertempat tinggal di Kabupaten Jombang; 

8) Mela mpirka n formulir pernyataan per tan ggung 
jawaba n pembiayaan pelayanan kesehata n yang 
disahkan oleh Kepala Desa sebagaimana Lampira n 
III dalam Peraturan Bupati ini. 

b. Pemerintah Desa/Kelura han wajib m elaksanakan surv~i 
la pa ngan ke a lamat p em oh on dengan meng1s1 form 
kriteria kemiskina n sesua1 den gan kondisi yang 
sebenarnya . 

c. Apabila h asil survei sebagaimana dimaksud pada huruf 
b membuktika n bahwa pemohon memenuhi kriteria 
kemiskinan, maka Kepala Desa/ Lurah menerbitkan 
Surat Kete ra ngan Penduduk Miskin. 

d. Surat Keterangan Penduduk Miskin sebagaimana 
dimaksud pada huruf c beserta persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan kepada 
Camat. 

e . Ca mat melakuka n verifikasi terhadap pengaju an , 
apabila d inyatakan lengkap maka Camat membubuhkan 
tanda tangan pada Surat Keterangan Penduduk Miskin 
sebagaimana dimaksud pada huruf d. 

f. Pemohon menyampaika n seluruh berkas permohonan 
KJS yang telah ditandatangani oleh Camat ke Dinas 
Sosial. 

g. Dinas Sosial men erbitka n KJS paling lambat 1 x 24 
jam ha ri kerja setela h per mohonan diterima dan berkas 
dinyatakan lengka p. 

(2) Masa berlaku KJS sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
huruf g adalah selama 1 (satu) ka li episode perawatan sej& I· 
tanggal d iterima oleh fas ilitas kesehatan pemerintah daerah. 

(3) Da lam hal permohonan penerbitan KJS tidak dilakukan 
sejak awal perawatan maka KJS berlaku setelah 3 x 24) 
jam sejak awal perawatan KJS diterima setelah 3 x 24 jam 
maka KJS be rlaku sejak tanggal d iterima oleh fasilitas 
kesehatan pe rnerintah daera h. 
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BABV 

RUANG LINGKUP 
Bagian Kesatu 

Jaminan Kesehatan 

Pasal 10 

Jaminan kesehatan kepada penduduk miskin pada fasi lilas 
pelayanan kesehatan mcliputi seluruh: 
a . b iaya adminislrasi; 
b. pelayanan med is; 
c. penunjang medis; 
d. asuhan keperawatan; dan 
e . asu han kebida nan . 

Bagian Kedua 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Pasal 11 
(1) Jaminan kesehatan berla ku pada fasilitas pelayanan 

kesehatan sebagai berikut : 
a. Puskesmas; 
b . Rumah Sakit Umum Daerah Jombang; 
c . Rumah Sakit Umum Daerah Ploso; dan 
d. Rumah Sakit yang bekerja sama dengan Pemerintah 

Daerah. 
(2) Jaminan keschatan pada fas ililas pe layanan keschRtc:tn 

scbagaimana dima ksud pada ayat (1) huruf a rnelipuli 
pelayanan rawat jalan dan rawa t inap. 

(3) J aminan kesehatan pada fasilitas pelayan a n kesei1atan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ~ la11 
huruf d meliputi pelayanan rawat j alan dan rawat inap kclas 
III , termasuk pelayanan pada ruang: 
a. Intensive Care Unit (ICU); dan 
b. Isolasi. 

BAB VI 

MANFAAT JAMINAN KESEHATAN 

Pasal 12 

(1) Seliap Peser ta bcrhak memperoleh manfaat Jarnrnan 
kesehalan yang bersifat pe layanan kesehalan perorangan, 
mcncakup pclayanan promolif, prcvcnlif, kuralif, da n 
re habililalif te rmasuk pelayanan obat dan bahan mcdis 
habis pakai sesua1 dengan kebutuhan medis yang 
diperluka n. 

(2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud padu 
ayat (1) terdir i atas manfaat medis dan manfaat non mc:dis. 

(3) Manfaat med is sebagaimana dimaksud pada ayal (2) 
meliputi pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan 
kesehatan rujukan. 

(4) Manfaat non med is sebagaimana dimaksud pada aya!. (2) 
melipuli manfaat akomodasi dan ambulan . 

(5) Ambulan sebagaimana d imaksud pada ayat (4) hanya 
dibcrikan untuk pas1en rujukan antar Fasil ilas 
Kesehatan . 
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Pasal 13 

( 1) Manfaat pelayanan promotif dan prcvcntif melipu1 i 
pemberia n pelayanan: 
a . penyuluha n kesehatan perorangan; 
b. imunisasi dasar; 
c . keluarga berencana; dan 
d. skrining kesehatan . 

(2) Pe nyuluhan keseha ta n perorangan sebagaimana dimaksu d 
pada ayat (1) huruf a meliputi paling sedik it penyuluhan 
mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku 
hidu p bersih da n sehat. 

(3) Pe layan a n imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pac!A. 
ayat (1) huruf b m eliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difler·i 
Per tusis Tetanus dan Hepalitis-8 (DPT-HB), Polio, dan 
Campak. 

(4) Pe layan a n keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c m eliputi konseli ng, kontrascpsi dasar, 
vasektomi da n tubektomi bekerja sama de ngan Perangkal 
Oaera h yang membida ngi ke luarga berencana . 

(5) Va ksin untuk imunisasi dasar dan alal konlrnsepsi 
dasa r sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayal (tl) 
dita n ggung oleh Pemerintah Daera h. 

(6) Pelayan a n skrining kesehatan sebagaimana dima ksud 
pada ayat (1) huruf d diberika n secara seleklif yang 
dilujukan untuk mendcteksi ris iko penyakil dan 
mencegah dampa k la njutan da ri risiko pcnya kil tcrlcntu . 

Pasal 14 

Man faat pelayan a n kurati f dan rehabilitati f dila ksana)<an 
scsu a i dengan indikasi medis peser ta KJS. 

Pasal 1 5 

Pe laya na n kesehatan yang d ija min terdiri atas: 
a . pelayana n kesehalan pada Fasilitas Kcsehalan linglrn1. 

pcrtama, meliputi pe layana n kcsehata n no n spcsialisti.< 
yang me ncakup: 
1) administrasi pelayana n; 
2) pelayanan promotif dan preventif; 
3) pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 
4) tindakan m edis non s pesialistik , baik operatif rnaurun 

non operatif; 
5) pe layanan obat da n bahan m edis habis pa kai; 
6 ) transfu s i da ra h sesuai denga n kcbutuha n meciis; 
7) pemeriksaan penunjang diagnostik laboralorium lingka, 

perla m a; da n 
8) rawat inap tingkaL pertama sesuai dengan indikasi. 

b . Pe layan a n kesehalan pada Fasilitas Kesehatan Lingh1L 
lanjutan, m eliputi pelayanan kesehatan yang mcncakup: 
1) rawatja lan yang mc liputi: 

a ) administrasi pelayana n; 
b) pemeriksaan, pengobata n dan konsuitnsi 

spesialis lik olch dokLer spesialis dan subspcsialis; 
c) tindakan medis spesia listik sesuai dcngan indikasi 

m edis; 
d) pelayanan obat dan baha n m edis h abis palrni; 
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c) p elayan a n penunjang diagnostik la njutan scsua1 
dengan indikasi medis; 

0 rehabililasi mcdis; 
g) pelayana n da ra h; 
h) pelayanan kedokteran forensik; dan 
i) pelayanan j enazah di Fasilitas Kesehatan. 

2) rawat inap yang meliputi: 
a ) perawatan inap n on in tens if; dan 
b) perawatan inap di ruang intensif. 

Pasal 16 

Manfaa t akomodasi sebagaimana dima ksud dalam pasal 12 ayat 
(4) berupa layanan rawat inap ruang perawatan kelas III bagi 
pescrta KJS. 

Pasal 17 

( 1) Khusus terhadap penyakit/ ced era akibat kecelakaan la lu 
lintas berlaku ketentua n sebagai berikul: 
a . Jika pembayaran biaya perawatan telah ditanggung olch 

penjamin lain, m ak a pembayaran KJS di berikan alas 
selisih biaya perawatan yang sudah d itanggung oleh 
penjamin la in. . 

b. Jika pembayaran tidak ditanggung oleh penjamin lair., 
maka biaya perawatan ditanggung oleh KJS dengan syara t 
pemohon harus melampirkan Surat Kete rangan dari Pih a k 
Be rwe n a ng. 

(2 ) Khusus terhadap kasus penyaki t yang berpotensi menjacli 
Kejadia n Lua r Biasa (KLB), berlaku ketentuan sebagai berikul: 
a . Penetapan pe layanan kesehata n atas kasus penyakil yang 

berpolen s i menjadi Kejadia n Lua r Biasa (KLB) ditctapkan 
oleh Bupati; 

b. Fasilitasi pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana 
d imaksud p ada huruf a hanya berlaku bagi m asyarak:::t 
yan g tidak memiliki ka rtu j aminan kesehalan BPJS ala.J 
jamina n kesehata n la innya di seluruh fasilita s pclayanan 
kesehatan milik Pemerinta h DaeraJ1. 

c. Fasilitasi p e mbiayaan scbagaimana dimaksud huruf b, 
d iberika n d a lam be n tuk Surat Pembebasan Biaya 1 mtuk 
satu kali periode sakit dengan pelayanan pad a kc las l [ I 
atau yan g setara dan tidak di perkenankan naik kelas. 

Pasal 18 

Pe layanan kesehatan yang tidak dijamin m clipuli: 
a. pclayanan kcsehalan yan g dilakukan lanpa mclalL,i 

prosedur sebagaimana dialur dalam pernturan 
pcrund a n g-undangan yang berlaku; 

b. pc layanan kesehatan yan g dilakukan di rasiliLas 
Kesehatan yang tidak bekerjasama dcngan Dinas 
Keseh atan , kecuali untuk kasus gawal darurat; 

c . pelayan a n kesehatan yang tela h d ija min oleh program 
ja minan kecela kaan kerja terha d a p pcnyakil alau ccden.1 
akibat k ecela kaan kerja a ta u h ubungan kerja; 

d. pe layanan kesehatan yang dilakukan di luar ncgeri; 
e. p e layanan kesehatan u n tuk tujuan cslelik/ aclal/ 

keagam aan; 
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f. pe layana n unluk mengatasi infe rtili tas; 
g. pelayanan meratakan gigi ( ortodonsi); 
h . gangguan kesehatan / penyakit akibat ketergantungan obat 

da n / atau a lkohol; 
1. ganggu a n kesehatan akibat sengaja mcnyakili d iri 

scndiri, a tau akibat melakuka n hobi yan~ 
m emba h ayakan diri sendiri; 

J. pengobata n komplementer, alternatif da n tradisional, 
termasuk aku puntur, shin she, chirop ractic, yang bc lum 
dinyatakan efek tif berdasarkan pcnilaian tcknoloi~i 
kesehatan (health technology assessment) ; 

k. pengobatan dan tindakan m edis yang dikategorikan 
scbagai percobaan (eksperimen); 

I. kecantikan, kosmetik, makanan bayi, dan susu; 
m. perbekala n kesehatan rumah tangga; dan 
n. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan 

de ngan Manfaat Jaminan Kesehata n yang diberikan . 

BAB VII 

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN 
Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 19 

(1) Pe layanan kesehatan bagi Peserta KJS d ilaksana kan secara 
berjenj a ng sesuai kebutuhan medis dimula i dari Fasilitas 
Kesehalan tingkat pe rta m a . 

(2) Pc layanan kesehatan tingkat pertama bagi Peserla K,JS 
disclenggarakan oleh Fasil itas Kesehalan Lingkat pertama, 
kecuali dala m keadaan kedaruratan m edis . 

Pasal 20 

(1) Dalam ha! Peser ta KJS memerlukan pelayanan kesehaw.1 
rujukan a tas indikasi medis , maka Fasilitas Keseh atan 
Lingkat pertama harus m erujuk ke F'asililas Kesehalan 
Lingkat lanjuta n sesuai dengan sistem rujuka n yang dialur 
da la m ke tentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Pelayan a n Fasilitas Kesehatan lingkat lanju lan hanya dapal 
diberikan a tas rujuka n dari pelayanan Fasilitas Kesehatan 
Lingkat perlama, kecua li pada keadaan gawat daruraL, 
bencana, kekhususan permasala han kesehatan pasie n , 
perlimbangan geogra fis dan pe rtimbangan ketersediaan 
fasilitas. 

(3) Apabila pe rsyaratan rujukan tida k memenuhi keLenlun:1 
scbagaimana dimaksud pada ayal (2), maka berlaku 
kelentua n scbagai berikut: 
a . bagi pasien yan g termasuk dalam kepcserlaan KJS 

sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf a lercantum dalam, 
KJS dapat diakui sejak diterima di Fasililas Kesehatan 
Tingka t La njutan milik Pem erintah Kabupaten Jombang 
kecuali diatas pertimbangan medis dan/atau ditcntukan 
oleh pimpina n fasi litas kesehata n tingkal lanjutan aLHu 
pejabat yang ditunjuk dcn gan dilampir i surat pcnyataan 
sebagaimana la mpira n IV. 
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b. Bagi pas1en yang termasuk dalam kepesertaan KJS 
diluar pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat diberikan KJS 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Membu at surat pernyataan yang disahka n oleh Dinas 

Kesehata n sebagaima na lampira n IV; 
2. KJS diakui setela h 3 x 24 j am sejak pasien d irawat di 

pelayan an kesehatan milik pemerintah daerah dan 
jaringannya; 

3 . Da lam h al KJS diterima oleh fasilitas kesehatan 
tingkat la njutan lebih da ri 3 x 24 jam sejak pasien 
dirawat maka KJS diakui sejak diterima di Fasilitas 
Kesehatan Tingkat La njuta n m ilik Pemerintah 
Kabupaten Jomba n g kecuali ditentukan lain dengan 
pertimba n gan kegawatdaruratan medis dan 
m embutuhkan penyegeraan penan gan an medis. 

Bagian Kedua 
Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama 
Pasal 21 

Pelayana n keseh atan pada Fasilitas Kesehatan t ingkat pertama 
merupa kan pelayan an kesehatan n on spesia listik yang meliputi : 
a . administrasi pelayan an; 
b. pelayan an promotif dan preventif; 
c. pemeriksaan, pengobatan, da n konsu ltasi medis; 
d. tinda ka n medis non spesialistik, baik operatif maupun non 

operatif; 
e. pelayanan obat dan bah an m edis h abis pakai; 
f. transfusi darah sesuai dengan kebu tuhan medis; 
g. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat 

pe rtama; dan 
h. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis. 

Pasal 22 

( 1) Pelayanan kesehata n pada Fasilitas Kesehatan tingkaL 
perta m a sebagaimana dima k sud dalam Pasal 21 u n tuk 
pelayanan m edis mencakup: 
a . kasus m edis yang dapat d iselesaikan secara tuntas di 

pelayanan kesehatan tingkat per tama; 
b. kasus medis yang membutuhkan penanganan awal 

sebelum dilakukan rujukan; 
c. kasus medis rujuk balik; 
d. pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan 

kesehatan gigi tingkat pertama; 
e . pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi dan 

anak balita oleh bidan atau dokter; dan 
f. rehabili tasi medik dasar. 

(2) Pe layanan keseh atan sebagaimana dimaksud pada aya L ( 1) 
dilakukan sesuai dengan panduan klinis . 

Pasal 23 
Pelayan an keseha ta n rawat inap tingkat pertama sesuai dcng2 n 
indikas i m edis sebagaimana dimaksud da lam Pasal 21 huruf h 
mencakup: 



a. 

b. 
C. 

d. 
e . 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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rawat inap pada pengobatan/perawalan kasus yang dapal 
diselesaikan secara tunlas d i pelayanan keschatan tingkat 
pertama; 
pertolongan persalinan pervaginam bukan risiko tinggi; 
pertolongan persalinan dengan komplikasi dan/atau 
penyulit pervaginam bagi Puskesmas PON ED; 
pertolongan neonatal dengan komplikas i; dan 
pelayanan transfusi darah sesuai kompctcnsi P'asililns 
Kesehatan dan/atau kebutuhan medis. 

Bagian Ketiga 
Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Lanjutan 
Pasal 24 

Pelayanan kesehatan pada Fasilitas Keschatan lingkal 
lanjutan meliputi: 
a. administrasi pelayanan; 
b. pemeriksaan, pengobatan dan konsullasi spesialislik 

oleh dokter spesialis dan subspesialis; 
c. tindakan medis spesialistik baik bedah maupun non 

bedah sesu ai dengan indikasi medis; 
d. pelayanan obat dan bah an medis habis pakai; 
e. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dcnga11 

indikasi medis; 
f. rehabili tasi medis; 
g . pelayanan darah; 
h. pelayanan kedokteran forensik klinik; 
1. pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal d i 

Fasilitas I<esehatan; 
J . perawatan inap non intensif ; dan 
k. perawatan inap di ruang intensif. 
Administrasi pelayanan scbagaimana dimaksud pada ayal 
( 1) huruf a terdiri atas biaya pendaftaran pasicn dan biaya 
admin istrasi la in yang terjadi selama proses pcra,,vatan ala· 1 

pelayana n kcsehatan pasien. 
Pcmeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialistik. oleh 
dokter spcsialis dan subspesialis sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf b tcrmasuk pelayanan kcdaruratan. 
J e nis pelayan a n kedoktcran fo rensik klinik sebaga1mana 
dimaksud pada ayat (1) huruf h melipuli pcmbualan viswn 
et repertum atau surat keterangan medik berdasarkan 
pemeriksaan forensik orang hidup dan pemcriksaan psikialri 
forensik. 
Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di rasililas 
Kesehalan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf i 
terbatas hanya bagi peserta meninggal dunia pasca rawal 
inap di Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan Dinas 
Keseh atan tempat pasien d irawat berupa pemulasaran 
jenazah dan tidak termasuk peti mati. 
Pedoman dan alur pelayanan pasien 
Pclayanan Kcsehalan Tingkal Lanjulan 
lanjut dengan Pcra turan Direk tur RSUD, 

KJS di P'asili tas 
dilc-Lapkan lcbih 
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Bagian Keempat 
Pelayanan Obat, Alat Kesehatan, 

dan Bahan Medis Habis Pakai 
Pasal 25 

(1) Pese rla KJS berhak mendapat pelaya nan obal, a lat 
kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan 
sesuai dengan indikasi medis . 

(2) Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medi s habis 
pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapal diberikan 
pad a pelayanan kesehata n rawat jalan dan/ alau rawal inap 
baik di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama maupun 
Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan. 

Bagian Kelima 

Pelayanan Skrinning Kesehatan 

Pasal 26 
(1) Pelayanan skrining kesehatan d iberikan secara perorangan 

dan selektif. 
(2) Pelayana n skrining kesehatan sebagaimana dimaksud padR. 

ayat (1) ditujukan untuk m endeteksi risiko penyakit dan 
mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakil lerlenlu 
yaitu penyakit tidak menular. 

(3) Pelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dimula i dengan analis is riwayal kesehatan, yang di 
lakukan seku ra ng-kurangnya 1 (satu) lahun sekali. 

(4) Dalam hal peserla KJS tcridentifikasi mcmpunyai risiko 
berdasarkan riwayal kesehatan sebagaimana dimaksuci 
pada ayat (3), dilakukan penegakan diagnosa melalui 
pemeriksaan penunjang diagn ostik tertcntu. 

(5) Peserta KJS yang telah terdiagnosa penyakit terlcnlu 
berdasarkan penegakan diagnosa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diberikan pengobatan sesuai dcngan indiknsi 
medis. 

(6) Pelayanan skrining kesehatan sebagaimana d imaksud padd 
ayat (2) dilakukan sesuai dengan indikasi mcdis. 

Bagian Keenam 
Pelayanan Ambulan 

Pasal 27 
(1) Pelayan an Ambulan mcrupakan pelayanan transporlasi 

pasien rujukan dengan kondisi tertentu anlar P'asililas 
Kcsehala n d isertai dengan upaya alau kcgiatan menjaga 
keslabilan kondisi pasien untuk kepenlinga n kesclamatan 
pas1en. 

(2) Pelayanan Ambulan hanya d ijamin bila rujukan dilakuka1! 
pada Fasilitas Kesehatan yang bekerjasa m a dengan Dinas 
Kesehatan atau pada kasus gawat darural dari Fasilitas 
Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan Dinas Kcsehalan 
dengan tujuan penyelamalan nyawa pasien. 
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Bagian Ketujuh 

Pelayanan Dalam Keadaan Gawat Darurat 

Pasal 28 

(1 ) Pcscrta KJ S yang mcmerluka n pelayanan gawat darural 
dapat langsung memperole h pelayanan di sctiap r◄ asil i las 

Kesehala n . 
(2 ) Peserta KJS yang m enenma pelayanan kesehalan di 

fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan Dinas 
Kesehatan , harus segera dirujuk ke Fasili tas Kesehatari 
yang bekerjasam a dengan Dinas Kesehatan sclela h keadaan 
gawat da ruratnya tera tasi dan pasien da lam kondisi dapa t 
dipinda hkan . 

BAB VIII 

TATA LAKSANA PEMBIAY AAN 

Pasal 29 

(1) Biaya pelayanan kesehatan bagi peserta KJ S di fasil iLas 
pe layanan kesehatan mcnjadi tanggungjav.rab Pcmerinlah 
Daerah. 

(2 ) Ta ri f pelayana n kesehatan bagi peserta KJS di fas ililas 
pe layanan kesehatan tingkat perlama mcngacu pada 
kctentuan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang
unda ngan yang berlaku. 

(3) Ta rif pelayana n keseha lan bagi peser la KJS di fasil ilas 
pe layan a n kesehatan tingka t kedua m engacu pada 
ke lentuan larif rumah sakit kelas 3 . 

(4) Tarif pelayanan kesehatan bagi peser la KJS di fa::,il ilas 
pelayanan kesehatan t ingkat ketiga mengacu pada pakcl 
Indonesia Case Base Groups yang berlaku. 

Pasal 30 

(1 ) f◄'asilitas pelayanan kcseh atan tingkat pertama yang 
me layani peser ta KJS mengajukan kla im pclayanan kepad-:1 
Dinas Kesehatan sesuai kctenlua n pcraturan perundang
unda ngan yan g berlaku. 

(2) f◄'as ilitas pe layanan kesehalan tingkal kedua di non BLUD 
RSUD yan g m elayani peser ta KJS mengajukan klaim 
pelayana n kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan D=1era h 
sesuai ketenluan peraturan perundang-undangan yan g 
berla ku. 

(3) Fasil itas pelayan a n kesehatan t ingkat kedua di BLUD RSUD 
yang melayani pescr ta KJS d ib iayai dari a nggaran BLUD 

(4) Fasilitas pelayana n keseha tan bukan m ilik pcmcrinlah 
d aerah yang memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud 
pasal 28, mengajuka n klaim pelayanan ke Dinas Kcseh,Hc1,1 
scsuai ketentu a n yan g be rlaku. 

(5) Fasili tas pelayanan kesehata n tingkat ketiga yang mclayani 
pcscrta KJS mcngajukan k laim pelayanan kcpada Dinas 
Kesehalan sesua 1 peratura n perundang-undangan yang 
berlaku. 
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Verifikasi kla im pelayanan kesehatan di fas ililas pclayanar:i 
keseh atan tingkat pertama dan kedua dilakukan oleh Dina·1 
Kesehatan dan/atau Ver ifikator Independen sebclum 
diserahkan kepada Bada n Pen gelolaan Keua ngan dan Aset 
Daera h untuk diberika n penggantia n b iaya pelayanan 
kesehatan. 

(7) Vcrifikasi klaim pelayanan kesehatan di fasililas pclayanan 
kesehatan tingkat ketiga d ila kuka n oleh le m baga yan g 
d itunjuk oleh provinsi sebelum diserahkan kepada Dinas 
Keseh atan untuk diberikan penggantian b iaya pelayanan 
kesehatan . 

(8) Verifikalor independen sebagaima na dimaksud pada ayal (6) 
dia ngkal oleh Dinas Keseh a tan dan dibcrika n honorarium 
yang bersumber dari APBD sesu a i ketentuan pcraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(9) Kelentuan tcrkait verifika tor independen sebagaimana 
dima ksud pada ayat (6) d itetapkan lebih la njut oleh Kepala 
Dinas Keseh atan . 

BAB IX 

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN 

Pasal 31 

(1) Da lam rangka pengendalian, Dinas Kcschala1i 
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaa.1 
j aminan pelayanan keschalan . 

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagai mana dimaksud pad a 
ayat (1) d ilaporkan oleh Kepa la Dinas Kesehalan kepada 
Bupati m ela lu i Sckretaris Daerah sekurang-ku rangnya J 
(satu) kali dala m 6 (enam) bulan. 

(3) Dala m pelaksanaan mon itoring da n evaluasi sebagaimunc1 
dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan dapat mengiku l 
sertakan Perangkat Daerah terkait alau pihak ketiga yang 
berkompelen. 

Pasal 32 

(1) Pe ngendalia n kegiatan pelayanan dalam rangka jaminan 
pelayanan kesehatan kcpada masyarakal, pada fasii ilas 
pelayanan kesehata n dila ksanaka n oleh Dinas Kesehatan. 

(2) Hasil pengenda lian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipergunakan scbagai ba han masukan peningkatan 
pelayanan kepada fasilitas pelayanan kesehalan dan validasi 
dala pelaksanaan pembayara n. 

Pasal 33 

Pela ksanaan jaminan kcseh atan dilaporkan secara berkala olch 
Kepala Dinas Keseh alan kepada Bupati mclalui Sckrctari .:; 
Daera h. 

BABX 

PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 3 4 

Pertanggungjawaban jaminan keseha lan bagi pescrla KJS 
dilaksanakan scsu a i dcngan keten tuan pcraluran pcrundang
undangan yang bcrla ku. 
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BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 35 

(1) Mekanisme pembayaran jaminan kesehatan peserta jamin an 
pemeliha raan kesehatan yan g selama ini diperguna kan, 
tetap berlaku sampai dilakukan penyesuaia n berdasarkan 
ketentua n Pera tura n Bupati ini. 

(2 ) Sarana pembebasan biaya jamina n pelayanan kesehatan 
yang sela ma ini diperguna ka n, tetap berla ku sesuai dengan 
jangka wak tunya atau sampai dengan diganti dengan yang 
baru. 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 36 
Dengan berla kunya Peratura n ini, maka Peraturan Bupati ten tang 
Jaminan Kesehatan Nomor SA Tahun 2015 beserta perubaha!'lyn 
d icabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 37 

Peratura n Bupa ti ini mulai berlaku p ada tanggal d iundangkan. 
Agar setiap orang m engetahuinya, mem erintahka n pengund2.ngan 
Peratura n Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daera h 
Kabupaten Jombang. 

Ditetapkan di J ombang 
Pada tanggal 3 Januari 2017 
BUPATI JOMBANG, 

NYONO SUHARLI WIHANDOKO 

Diundangkan di Jombang 
Pada langgal 3 nuari 20 17 

KRETARIS RAH 
PA 

BUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 1 / E 

D IIL~L'\I i2 rER .\ Tl: R .\, BUPATl~Ol 7\ASISTF'.\ II OAPPFO·\ Petbup Jan11nan Kcschatan 81jian Hulum\Pcrbup Jamman Kcsehatan doc\. 



Lampiran I.A 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG 
NOMOR : 1 TA HUN 2017 
TANGO AL : 3 Januari 2017 

PERMOHONAN PENERBITAN KARTU JOMBANG SEHAT 

Perihal : Permohonan Penerbitan 
Kartu Jombang Sehat 

Jorn bang 
Dengan hormat, 
Yang mengajukan permohonan ini 
Nama 
Tangga l lahir 
NIK 
Alamal 

Kepada 
Yth. Bapak Bupati Jombang 
Cq. Kepala Dinas Sosial 

: RT ..... RW 

Kabu patenJ om bang 
Di 

Dusun .... ........ . ................. . ....... . . 
Desa ........... Kec ... ... ................... . 

Hubungan keluarga: ... . .......... . ..... ....... ...... .......... . ....... . ... .. .......... (*) 
Dengan ini mengajukan permohonan penerbitan Kartu Jombang Sehat untuk: 

Nama 
Tanggal lah ir 
NIK 
Alamat : RT ..... RW 

Dusun .............................. . ........ . 
Desa .. ......... I<ec ......................... . 

Bersa ma ini dilampirkan kelengkapan persyaratan penerbitan KJS. 
1. Surat Keterangan Miskin yang ditandatangani Kepala Desa dan Camat, b;1.gi 

penduduk miskin yang tercatat dalam Data Base Kemiskinan 
2 . Surat Pernyataan Miskin 
3. Menunjukkan KTP Asli serta membawa Foto Copynya 
4. Menunjukkan Kartu keluarga Asli serta membawa Foto Copynya 
5. Foto copy Kartu Program Keluarga Harapan bagi penduduk miskin penerima 

Program Keluarga Harapan bila ada 
6. Foto copy Kartu Pelindungan Sosial bagi penduduk miskin pemegang Kartu 

Perlindungan Sosial bila a da. 
Demikian alas perhatiannya disampaikan terima kasih. 

Jombang ... ....... . .. ..... ... . . 
Pemohon, 

Nama terang dan tanda tangan 

(*) Hubungan Keluarga diis i sesuai dalam Kartu Keluarga 



, 

Lampiran I.B 

(KOP DESA) 
SURAT KETERANGAN PENDUDUK MISKIN 

Nomor: ........... ................ .... ...... . 

Yan g bcrtanda tangan di bawa h ini : 
Nama ....... ....... ..... . .. . .. .. 

Jabatan : KepalaDesa ..... .. .. . .. Kee .............. .. .. .. . ..... . 

Men erangkan dengan sebenarnya bahwa : 
Nama ..... .. . ................ .. ... .. . .... . 

Tanggal lahir 

NIK 

Alamat : RT ....... RW ... Dusun .... . ... ..... ............ . . 

Desa .................... I<ec . ..... ... ... ... ..... ...... . 

Adalah penduduk miskin di wilayah yang telah diverifikasi, sebagaima,1a 
tercantum dalam Su rat Keputusan Bupati Jorn bang Norn or 
188.4.45/234/415 .10.10/2014 tentang Penetapan Data Base Penduduk Miskin di 
Kabupaten Jombang. 

Surat Keterangan Penduduk Miskin ini d ipergunakan untuk rnengajukan 
permohonan penerbitan Kartu Jombang Sehat. 

Jom bang, 

MENGETAHU[ 
CAMAT ......................... . KEPALA DESA ............. ..... . 



Lampiran IIA 
PERMOHONAN PENERBITAN KARTU JOMBANG S EHAT 

Ha l : Perm oh onan Pen erbitan 
Ka rtu J om bang seha t 

Kepada 
Yth . Ba pa k Bupa ti J om bang 
Cq. Kepala Dinas Sosial 

Kabupaten Jombang 
di-

JOMBANG 
De ngan hormat, 
Yang men gaju ka n permoh on an ini: 
Nama 
Tempat Ta n ggal la hir 
NIK 
Ala mat : RT ... ... RW ... .. . Dusun ...... ...... ... ...... .. . . . . 

Desa ............ ... ..... .. .. . l{ec ...... . .. ... . . . ... . .. . 
Hubungan keluarga : ...... . . . .. ... . .... ... . ..... .. . ..... . .. ... .. .... .... . . . (*) 

De ngan in i me ngajuka n per mohonan pe ne rbi tan Kartu J om l:,ang 
Se hat un tu k : 

Na ma 
Te mpa t Ta ngga l la hir 
NI K 
Alama t : RT ... .... RW ..... .. . . Du su n ... ... . . . .... ... . . ... . . . 

Desa ... .. . .. . ... Kee ... . . . ........ . ... ... ... . . . 
Be rsama ini dila mpirkan kelengkapa n persyaralan penerbitan KJS. 

1. Sura t Ketera nga n Miskin yang d itanda tangani Kepa la Desa dan 
Ca ma t , bagi pendudu k m iskin yang tida k tercatat dalam Da ta 
Base Kemis kina n. 

2 . Menunjukkan KTP As li ser ta membawa Foto Copy KTP yang 
dilegalis ir Din.as Kependudu kan dan Pen catatan Sipil Kab. 
Jomba n g. 

3 . Menunjukka n Ka rtu kelua rga Asli s er ta memba wa Foto Copy KK 
yang dilegalis ir Dina s Kependuduka n dan Pe ncatatan Sipil Kab. 
J omba ng 

4 . Folo copy Kartu Progra m Kelua rga Hara pa n bagi penduduk 
mis kin pe nerima Program Kelua rga Ha rapan bila a da . 

5 . Foto copy Ka rlu Pe lindungan Sosia l bagi penduduk miskin 
pemegang Ka r tu Perlindungan Sosial bila ada. 

6 . Sura t ke te ra nga n Dokte r yang m enyata ka n ba hwa Pemohon 
m ende rita penyakit yang me merlu ka n biaya di lua r kem ampuan 
atau m e nderita pe nya kit kronis ya ng me m erluka n pe ravvalan 
keseh atan seu mur hidup. 

7 . Sura t Pe rnyataan bermatera i Rp.6 .000 yang m enyata ka n bahv,,a 
pemohon m en gala mi keadaa n ya n g tidak stabi l sebagai a ki baL 
kris is sosia l, ekonomi, poli tik, bencana ata u fe nome na a la m 
sehingga tida k meme nuhi kebu tuhan dasar. 

De m ikian a tas pe rhatia nnya d isam paika n terima kasih . 
Jom ban g .... . . . . . ... .. ...... . .. . 
Pe mohon 

Na ma tera ng da n ta nda La ngan 

(*) Hu bungan Kelua rga d iis i sesu a i da la m Ka r tu Kelua rga 



Lampiran IIB 

(KOP DESA) 

SURAT KETERANGAN PENDUDUK MISKIN 

Nomor: ....... .. .. ......................... ...... . 

Yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama 

Jabatan Kepala Desa.... .. . . ...... . ...... Kee ................. . 

Menerangkan dengan sebenar-bena rnya bahwa : 

Nama 

Tempat Tanggal lahir 

NIK 

Alamat : RT ..... .. . RW ... ...... Dusun ........... . 

Desa ................. I{ec . ........................ . 

Ada la h penduduk miskin yang disebabkan oleh(*) : 

1. Menderita penyakit yang memerlukan biaya besar, sebagaimana sural 
dokter terlampir. 

2 . Menderita penyakit kronis yang memerlukan perawatan kesehatan 
scumur hidup, sebagaimana surat dokter terlampir. 

3. Mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosia l, 
ckonomi, politik, benca na atau fenomena alam sehingga t idak dapal 
memenuhi kebutuhan dasarnya, sebagaimana surat keterangan 
lerla mpir bermaterai. 

Surat Ke terangan Penduduk Miskin ini dipergunakan untuk mengajukan 
pcrmohonan penerbitan Ka rtu Jombang Sehat, 

Jombang, 

MENGETAHUI 

CAMAT .............. ........... . KEPALA DESA .................. . 

(*) pilih sesuai keadaan 



Lampiran III 

SURAT PERNY AT AAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini 

Nama 
Alamat 
Peke rja n 
Nomor Telepon/HP 
Hubungan dengan pasien : 

Selaku penanggungjawab pasie n 
Nama 
Alamat 
Pekerjaan 

Dengan ini menyatakan dengan seseungguhnya bahwa 
1. Sdr ........... ......... ............. ........ .. .. .. . .... ............. .......... (diis i nama pasien) 

adalah bena r-benar tidak m a mpu secara fina n sial. 
2. Apabila d i kemudian hari ditcmukkan bahwa Sdr. Pemohon tidak 

termasuk dalam kriteria miskin maka pembiayaan pelayanan kesehatan 
yang sudah dikeluarkan siap d ikembalikan dengan ketentuan 50% 
ditanggung pemohon dan 50% sisanya d itan ggung oleh Kepala Desa. 

Dcmikian surat pernyalaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan 
bcrlanggung jawab tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apabila di 
kemudian hari ternyala pernyataan ini tidak benar, maka saya s iap menerima 
segala konsekuensinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Jombang ... .............. ... . .... . .. .. . .. . ..... . 
Mengetahui Yang Menyatakan, 

Kepala Desa ... .... .... .... ....... . 

Bermaterai Rp.6000 



Lampiran IV 

SURAT PERNYAT AAN 

Ya ng bertanda tangan dibawa h ini : 
Nama 
Alamat 
Pekerjan 
Nomor Telepon/ HP 
Hubungan den gan pasien : 

Selaku penanggung jawab pasien 
Nama 
Alamat 
Pekcrjaan 

Dc ngan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Kami atas inis iatif dan 
kcsadaran kami sendiri, benar-benar telah mendapatkan perawatan d i fasilitas 
kcsehatan lanjutan buka n milik Pemerintah Kabupaten Jombang karena : 

Seianjutnya Ka mi juga menyatakan bahwa: 
1. Sdr. . .................. ........... .... ........ ...................... (disi nama pasic n) 

a da lah benar-benar tidak mampu secara finansial. 
2. Tidak meminta da n atau menuntut pengembalian atas biaya ya ng 

s udah dikeluarkan unluk perawatan pa sien. 
3 . Apabila terjadi permasala h a n hukum terka it dengan pembiayaan 

pe layanan kesehatan yang te la h dilerima, saya bersed ia mena nggun g 
akibat hukum yang timbul baik secara male ril maupun non ma teril 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan 
bc rtanggung jawa b lan pa adanya paksaan da ri p ihak ma napun . Apa b ila d i 
kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya siap men erima 
segala konsekuen sinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku . 

Jombang ................... ... ... .. ... ...... ... . 
Mcngetahui Ya n g Menyatakan, 
Kcpa la Desa ... .. .. .. ... .. ........ . 

Bermaterai Rp. 6000 

Mengetahui Dinas Keschatan 

BUPATI JOMBANG, 

-
NYONO SUHARLI WIHANDOKO 


